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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 
Nomor Pokok Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap 
penerimaan pajak. Penelitian ini menggguanakan metode deskriptif kuantitatif. 
Jeni data yang digunakan adalah data primer.  Tehnik pengumpulan data yang 
digunakan adalah melaui penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian ini 
merupakan para pegawai pajak(fiskus) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 
Jumlah pegawai pajak yangmenjadi sampel penelitian ini adalah 73 pegawai 
pajak. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 
convenience sampling, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan Nomor Pokok 
Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh 
signifikan secara parsial dan simultan terhadap penerimaan pajak. Secara parsial, 
hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan masing-masing variabel lebih besar dari 
0,05. Secara simultan, dapat dilihat dari nilai signifikan lebih besar dari nilai 
probabilitas (p-value) 0.05 (0.527 > 0.05). Variabel yang mempunyai pengaruh 
terdekat secara parsial terhadap penerimaan pajak adalah pemeriksaan pajak 
dengan nilai beta yang palingbesar diantara variabel independen lainnya sebesar 
(0,065). 
Kata Kunci:  Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak,  Penagihan Pajak  dan 
  Penerimaan Pajak 
 
Abstrac 
 
The aim of this study was to determine the effect of ownership Taxpayer 
Identification Number, the tax assessment and tax collection to tax revenues. This 
research menggguanakan descriptive quantitative method. Jeni data used are primary 
data. Data collection techniques used is through questionnaires. Respondents in this 
study are employees of tax (tax authorities) on STO Pekanbaru Handsome. The amount of 
tax officials yangmenjadi research samples are 73 tax officials. The sampling method 
used in the study was convenience sampling, while data processing method used is 
multiple regression analysis.  
The results showed that the obligations of ownership Taxpayer Identification 
Number, the tax assessment and tax collection does not have a significant effect partially 
and simultaneously to tax revenues. Partially, this can be seen from the significant value 
of each variable is greater than 0.05. Simultaneously, it can be seen from the significant 
value is greater than the probability value (p-value) 0:05 (0527> 0.05). Variables that 
influence the partial closest to tax revenues is a tax audit with the beta value palingbesar 
among other independent variables of (0.065). 
Keywords: Ownership TIN, tax audit, tax Billing and Tax revenue
 1. Pendahuluan 
1.1.  Latar Belakang 
Pajak merupakan pungutan wajib 
yang dibayar rakyat untuk negara dan 
akan digunakan untuk kepentingan 
pemerintah dan masyarakat umum. 
Penerimaan negara dari sektor pajak 
merupakan salah satu bentuk partisiapasi 
masyarakat dalam mewujudkan 
pembangunan. Adapun selain 
membiayai infrasruktur dan fasilitas 
umum, dana pajak juga dapat 
dialokasikan untuk membiayai dana 
sosial dan membantu pemerintah dalam 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia di segala bidang. 
Langkah pemerintah untuk 
meningkatkan penerimaan dari sektor 
perpajakan dimulai dengan melakukan 
reformasi perpajakan secara menyeluruh 
pada tahun 1983, dan pada awal tahun 
1984 sistem perpajakan di Indonesia 
berubah dari official assessment system 
menjadi self assessment system. Dalam 
self assessment system Wajib Pajak lebih 
dipandang sebagai subjek bukan sebagai 
objek pajak.   
Untuk mewujudkan self 
assessment system dituntut kepatuhan 
Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam 
kenyataannya belum semua potensi 
pajak yang ada dapat digali. Sebab 
masih banyak Wajib Pajak yang belum 
memiliki kesadaran akan betapa 
pentingnya pemenuhan kewajiban 
perpajakan baik bagi negara maupun 
bagi mereka sendiri sebagai warga 
negara yang baik.  
Dalam kondisi tersebut 
keberadaan self assessment system 
memungkinkan Wajib Pajak untuk 
melakukan kecurangan pajak. Tanpa 
adanya penelitian dan pemeriksaan 
pajak serta tidak adanya ketegasan dari 
instansi pajak, maka ketidakpatuhan 
Wajib Pajak tersebut dapat berkembang 
sedemikian rupa sehingga bisa mencapai 
suatu tingkat dimana sistem perpajakan 
akan menjadi lumpuh. 
Berdasarkan survei tentang 
penerimaan pajak yang telah dihimpun 
oleh Badan Pusat Statistik Republik 
Indonesia, dikatakan bahwa setiap 
tahunnya terjadi peningkatan 
penerimaan pajak. Dalam hal ini 
pemerintah telah mengambil langkah-
langkah kebijakan agar dapat 
memancing kesadaran masyarakat untuk 
membayar pajak demi memaksimalkan 
penerimaan pajak. Sebelum membuat 
kebijakan-kebijakan tersebut, ada 
beberapa hal yang harus diketahui oleh 
pemerintah sebagai pembuat kebijakan. 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
penerimaan pajak diantaranya 
pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan 
masyarakat yang sangat berperan 
penting dalam upaya mengoptimalkan 
penerimaan pajak. 
Sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan berdasarkan sistem self 
assessment, semua wajib pajak yang 
telah memenuhi persyaratan subjektif 
dan objektif wajib mendaftarkan diri 
pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 
untuk dicatat sebagai wajib pajak dan 
sekaligus untuk mendapatkan NPWP. 
Persyaratan objektif adalah persyaratan 
bagi subjek pajak yang menerima atau 
memperoleh penghasilan atau yang 
diwajibkan untuk melakukan 
pemotongan/pemungutan sesuai 
Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 
tentang ketentuan umum dan tata cara 
perpajakan pasal 2 ayat (1) UU KUP. 
Pengesahan pemberian NPWP dilakukan 
dengan pemberian Surat Keterangan 
Terdaftar. Surat tersebut 
menginformasikan pemenuhan 
kewajiban perpajakan kepada setiap 
wajib pajak. Berdasarkan hasil 
penelitian petugas Seksi Tata Usaha 
Perpajakan, kewajiban perpajakan 
tersebut diisi dan harus dilaksanakan 
oleh setiap wajib pajak. Pengisian 
kewajiban perpajakan harus didasarkan 
pada ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku, 
sehingga pelaksanaan atas kewajiban 
perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat 
mengamankan penerimaan pajak. 
Semakin banyak yang diisi kewajiban 
perpajakan oleh wajib pajak secara 
benar dan tepat, penerimaan pajak 
meningkat. 
Selain mewajibkan masyarakat 
sebagai wajib pajak untuk memiliki 
nomor pokok wajib pajak (NPWP), 
pemerintah juga perlu meningkatkan 
penegakkan hukum lain. Penegakkan 
hukum ini salah satunya dapat berupa 
pemeriksaan dan penagihan. Sistem 
pemeriksaan harus dapat mendorong 
kebenaran dan kelengkapan pelaporan 
penghasilan, penyerahan, pemotongan 
dan pemungutan serta penyetoran pajak 
oleh wajib pajak. pemeriksaan pajak 
memberikan pengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajban perpajakan, 
yaitu dapat mencegah terjadinya 
penyelundupan pajak oleh WP yang 
diperiksa.  
Selain pemeriksaan pajak, ada 
juga kebijakan yang dilakukan dalam 
usaha untuk mengoptimalkan 
penerimaan pajak yaitu dengan 
melakukan penagihan pajak secara lebih 
aktif kepada setiap wajib pajak yang 
menunggak pembayaran pajaknya. 
Penagihan pajak dilakukan karena masih 
banyaknya wajib pajak terdaftar yang 
tidak melunasi hutang pajaknya 
sehingga diperlukan tindakan penagihan 
yang mempunyai kekuatan hukum yang 
bersifat mengikat dan memaksa. Maka 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat, pemerintah mengeluarkan 
Undang-undang nomor 19 tahun 2000 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa. Menurut Undang-undang nomor 
19 tahun 2000 yang dimaksud dengan 
penagihan pajak adalah: 
Penagihan pajak adalah 
serangkaian tindakan agar penanggung 
pajak melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan 
penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, 
mengusulkan pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
penyanderaan dan menjual barang yang 
telah disita. 
Berdasarkan latar belakang 
masalah yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai 
pengaruh kewajiban kepemilikan 
NPWP, pemeriksaan pajak dan 
penagihan pajak terhadap penerimaan 
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Pekanbaru. Dengan 
menggunakan beberapa variabel yang 
diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan atau gambaran tentang 
pengaruh kewajiban kepemilikan 
NPWP, pemeriksaan pajak dan 
penagihan pajak terhadap penerimaan 
pajak. Untuk itu penulis melakukan 
penelitian yang berjudul: 
“Pengaruh Kepemilikan 
NPWP, Pemeriksaan Pajak dan 
Penagihan Pajak terhadap 
Penerimaan Pajak (Pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
Tampan)”. 
Perbedaan penelitian yang 
dilakukan penulis dengan penelitian 
sebelumnya adalah lokasi penelitian ini 
dilakukan pada KPP Pratama Pekanbaru, 
sedangkan penelitian sebelumnya 
dilakukan pada KPP Pratama di wilayah 
Jakarta Selatan, yang terdiri dari  KPP 
Pratama Kebayoran Baru Dua, KPP 
Pratama Kebayoran Baru Tiga dan KPP 
Pratama Tebet.   
1.2. Landasan Teori 
 
Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) adalah nomor yang diberikan 
kepada wajib pajak sebagai sarana 
dalam administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal 
diri atau identitas wajib pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya.  
Nomor pokok wajib pajak 
merupakan suatu sarana dalam 
administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal 
diri atau identitas wajib pajak. Pengetian 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
menurut Waluyo, adalah: 
“Nomor yang diberikan Direktur 
Jenderal Pajak kepada wajib pajak 
sebagai sarana administrasi perpajakan 
yang dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atau identitas wajib pajak 
dalam melaksanakasn hak dan 
kewajiban perpajakannya”. 
Pengertian pemeriksaan 
menurut Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2007 tentang perubahan ketiga 
Undang-undang No. 6 tahun 1983 
adalah sebagai berikut: 
“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian 
kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.” 
Menurut Priantara, pemeriksaan 
merupakan interaksi antara pemeriksa 
dengan wajib pajak. Untuk itu, 
dibutuhkan sikap positif dari wajib pajak 
sehingga pelaksnaan pemeriksaan dapat 
lebih efektif. 
Pengertian dalam pasal 1 butir 9 
Undang-undang No. 19 Tahun 2000 
penagihan pajak adalah serangkaian 
tindakan agar penanggung pajak 
melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan 
penagihan seketika dan sekaligus 
memberitahukan surat paksa, 
mengusulkan pencegahan, 
melaksankaan penyitaan, melaksanakan 
penyanderaan, menjual barang yang 
telah disita. Penagihan pajak dilakukan 
terhadap wajib pajak yang utang 
pajaknya belum dilunasi sampai dengan 
tanggal jatuh tempo pembayaran. 
Peran penerimaan pajak sangat 
penting bagi kemandirian pembangunan, 
karena pajak merupakan salah satu 
sumber penerimaan negara dari dalam 
negeri yang paling utama selain dari 
minyak dan gas bumi untuk mendanai 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi 
ekonomi, penerimaan dari sektor pajak 
merupakan penerimaan negara yang 
potensial, karena melalui pajak 
pemerintah dapat membiayai sarana dan 
prasarana publik diseluruh sektor 
kehidupan, seperti sarana transportasi, 
air, listrik, pendidikan, kesehatan, 
keamanan, komunikasi, sosial dan 
berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan 
pembangunan. 
1.3. Tujuan dan manfaat 
Agar penelitian ini jelas, maka 
tujuan yang dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh kepemilikan nomor 
pokok wajib pajak (NPWP) secara 
parsial terhadap penerimaan pajak. 
2. Untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh pemeriksaan pajak secara 
parsial terhadap penerimaan pajak. 
3. Untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh penagihan pajak secara 
parsial terhadap penerimaan pajak. 
4. Untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh kepemilikan nomor 
pokok wajib pajak (NPWP), 
pemeriksaan pajak, penagihan 
pajak secara simultan terhadap 
penerimaan pajak. 
 
Manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat bagi wajib pajak 
Diharapkan dapat bermanfaat untuk 
menambah wawasan wajib pajak 
serta menjadi masukan agar wajib 
pajak dapat meningkatkan 
penerimaan pajak. 
2. Manfaat bagi pembaca 
a. Diharapkan dapat menambah 
wawasan mengenai aspek-
aspek perpajakan. 
b. Sebagai bahan referensi, 
sumbangan bagi peneliti lain 
yang berkeinginan melakukan 
pengamatan secara mendalam, 
khususnya pada kajian atau 
permasalahan yang serupa. 
3. Manfaat bagi Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Untuk memberikan 
evaluasi dan masukan yang dapat 
berguna mengenai bagaimana 
pengaruh kepemilikan NPWP, 
pemeriksaan pajak dan penagihan 
pajak terhadap penerimaan pajak 
yang telah dilakukan. 
4. Manfaat bagi peneliti 
a. Diharapkan dapat 
mengimplementasikan ilmu 
akuntansi, khususnya 
perpajakan yang telah 
diperoleh dan dipelajari selama 
masa perkuliahan dan 
memberikan pemahaman lebih 
terhadap materi yang didapat 
serta sebagai syarat 
memperoleh gelar sarjana di 
Universitas Pasir Pengraian. 
b. Menambah dan 
mengembangkan wawasan 
peneliti, khususnya dalam hal 
kepemilikan NPWP, 
pemeriksaan pajak dan 
penagihan pajak, dengan cara 
membandingkan teori yang 
diperoleh dengan kenyataan 
atau kondisi yang yang 
sebenarnya terjadi dilapangan. 
 
2. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada KPP 
Pratama Pekanbaru Tampan. Objek 
dalam penelitian ini adalah petugas 
pajak (fiskus) yang berada di KPP 
Pratama Pekanbaru Tampan JL. Ring 
Road Arengka II (SM Amin), Pekanbaru 
28293. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Pekanbaru Tampan. Teknik sampling 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah (Nonprobability Sampling 
Design) adalah teknik pengambilan 
sampel yang tidak memberi 
peluang/kesempatan sama bagi setiap 
unsur-unsur anggota populasi untuk 
dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 
2009:120). Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini menggunakan rumus 
Slovin. Hal ini dikarenakan ukuran 
populasi diketahui dan asumsi bahwa 
populasi berdistribusi normal. 
Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan penelitian kuantitatif, 
karena data yang diperoleh nantinya 
berupa angka dan skor dari keusioner 
yang disebarkan. Dari angka dan skor 
yang diperoleh akan dianalisis lebih 
lanjut dalam analisis data. Sumber data 
adalah segala sesuatu yang dapat 
memberikan informasi mengenai data. 
Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan sumber data primer. 
Metode data primer yang digunakan 
yaitu metode survey dengan teknik 
kuesioner (questionnaires) dan 
wawancara (interview). Kuesioner 
sering dikenal sebagai angket. Kuesioner 
merupakan sebuah daftar pertanyaan 
yang harus diisi oleh responden. 
Skala yang digunakan dalam tingkat 
pengukuran adalah skala interval atau 
sering disebut skala LIKERT yaitu skala 
yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban. 
Teknik analisis data dalam 
penelitian ini yaitu menggunakan uji 
statistik deskriptif, uji kualitas data, 
uji asumsi klasik, uji linier berganda, 
dan uji hipotesis. 
 
3. Hasil dan Pembahasan  
Kuesioner yang disebarkan sebanyak 
73 kuesioner dan jumlah kuesioner yang 
kembali berjumlah 73 atau 100%. 
Pengujian statistik deskriptif 
dilakukan untuk memberikan gambaran 
data tentang jumlah data, minimum, 
maximum, mean (rata-rata) dan standar 
deviasi masing-masing variabel 
disajikan sebagai berikut: 
 
Tabel 3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
Uji validitas digunakan untuk mengukur 
sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 
Suatu kuesioner dikatakan valid jika 
pertanyaan pada kuesioner mampu 
Descriptive Statistics 
Variabel 
N 
Mini
mu
m 
Max
imu
m 
Mea
n 
Std. 
Devia
tion 
Kepemilik
an  NPWP 
73 32 50 43,6
4 
4,289 
Pemeriksa
an  Pajak 
73 47 75 62,5
3 
6,243 
Penagihan 
Pajak 
73 32 50 43,2
7 
3,941 
Penerimaa
n Pajak 
73 18 30 26,0
8 
2,676 
Valid N 
(listwise) 
73 
    
untuk mengungkapkan sesuatu yang 
akan diukur oleh kuesioner tersebut 
(Ghozali, 2011:52). Hasil uji validitas 
masing- masing variabel dapat di 
uraikan sebagai berikut : 
 
Tabel 3.2 Uji Validitas Kepemilikan 
NPWP 
Pernyataan 
Pearson 
Correlation Sig Keterangan 
KKN 1 ,562** ,000 Valid 
KKN 2 ,552** ,000 Valid 
KKN 3 ,543** ,000 Valid 
KKN 4 ,693** ,000 Valid 
KKN 5 ,780** ,000 Valid 
KKN 6 ,734** ,000 Valid 
KKN 7 ,763** ,000 Valid 
KKN 8 ,764** ,000 Valid 
KKN 9 ,745** ,000 Valid 
KKN 10 ,690** ,000 Valid 
 
Tabel 3.3 Uji Validitas Pemeriksaan 
Pajak 
Pernyataan 
Pearson 
Correlation Sig Keterangan 
PMP1 ,541** ,000 Valid 
PMP2 ,636** ,000 Valid 
PMP3 ,610** ,000 Valid 
PMP4 ,592** ,000 Valid 
PMP5 ,628** ,000 Valid 
PMP6 ,666** ,000 Valid 
PMP7 ,622** ,000 Valid 
PMP8 ,725** ,000 Valid 
PMP9 ,623** ,000 Valid 
PMP10 ,650** ,000 Valid 
PMP11 ,568** ,000 Valid 
PMP12 ,693** ,000 Valid 
PMP13 ,682** ,000 Valid 
PMP14 ,683** ,000 Valid 
PMP15 ,664** ,000 Valid 
 
Tabel 3.4 Uji Validitas Penagihan Pajak 
 
Pernyataan 
Pearson 
Correlation Sig Keterangan 
PNP 1 ,456** ,000 Valid 
PNP 2 ,510** ,000 Valid 
PNP 3 ,571** ,000 Valid 
PNP 4 ,804** ,000 Valid 
PNP 5 ,711** ,000 Valid 
PNP 6 ,702** ,000 Valid 
PNP 7 ,771** ,000 Valid 
PNP 8 ,758** ,000 Valid 
PNP 9 ,531** ,000 Valid 
PNP 10 ,464** ,000 Valid 
 
Tabel 3.5  Uji Validitas Penerimaan 
Pajak 
 
Pernyataan 
Pearson 
Correlation Sig Keterangan 
PP1 ,667** ,000 Valid 
PP2 ,708** ,000 Valid 
PP3 ,766** ,000 Valid 
PP4 ,788** ,000 Valid 
PP5 ,690** ,000 Valid 
PP6 ,646** ,000 Valid 
 
Dari masing-masing tabel terlihat 
bahwa semua butir pernyataan variabel 
Independen dan dependen berada pada 
tingkat signifikansi yaitu dibawah 0,05, 
maka dapat disimpulkan bahwa 
pernyataan penelitian valid.  
 
Uji reliabilitas akan dilakukan jika 
suatu instrumen telah dipastikan 
validitasnya. 
 
Tabel 3.6 Uji Reabilitas Instrumen 
 
Variabel 
Cronbach'
s Alpha 
No 
Of 
Item 
Keteranga
n 
Kepemilikan 
NPWP 
,761 
10 Reliabel 
Pemeriksaa
n Pajak 
,896 
15 Reliabel 
Penagihan 
Pajak 
,833 
10 Reliabel 
Penerimaan 
Pajak 
,796 
6 Reliabel 
 
Berdasarkan hasil uji statistik pada 
tabel diatas menunjukkan bahwa 
pernyataan dalam kuesioner ini reliabel 
karena mempunyai nilai Cronbach’s 
Alpha lebih besar dari 0,70. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap item 
pernyataan yang digunakan akan mampu 
memperoleh data yang konsisten. 
 
Uji normalitas digunkan untuk 
melihat apakah nilai residual 
terdistribusi normal atau tidak. Model 
regresi yang baik adalah memiliki nilai 
residual normal atau mendekati normal 
 
 
 
 
Gambar 3.7 Hasil Uji Normalitas 
 
Berdasarkan grafik normal plot pada 
gambar 4.1 menunjukkan bahwa model 
regresi layak dipakai dalam penelitian 
ini karena pada grafik normal plot 
terlihat titik-titik menyebar disekitar 
garis diagonal serta penyebarannya 
mengikuti arah garis diagonal sehingga 
memenuhi asumsi normalitas. 
 
Tabel 3.8 Uji Kolmogorof-Smirnov 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
kkn 
pm
p pnp pp 
N 73 73 73 73 
Normal 
Parameters
a,b 
Mean 43,
64 
62,
53 
43,
27 
26,
08 
Std. 
Deviati
on 
4,2
89 
6,2
43 
3,9
41 
2,6
76 
Most 
Extreme 
Differences 
Absolu
te 
,10
8 
,07
8 
,09
9 
,10
6 
Positiv
e 
,10
8 
,07
8 
,08
4 
,07
2 
Negati
ve 
-
,09
8 
-
,06
5 
-
,09
9 
-
,10
6 
Kolmogorov-
Smirnov Z 
,91
9 
,67
0 
,84
8 
,90
3 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 
,36
7 
,76
0 
,46
8 
,38
9 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji 
Kolmogorov Smirnov, bahwa data 
variabel kewajiban kepemilikan NPWP 
(KKN) sebesar 0,367, pemeriksaan 
pajak (PMP) sebesar 0,760, penagihan 
pajak (PNP) sebesar 0,468 dan 
penerimaan pajak (PP) sebesar 0,389. 
Hasil ini menunjukkan tingkat signifikan 
lebih besar dari α = 0,05. Hal ini berarti 
bahwa nilai data tersebut signifikan. 
Sehingga H0 diterima, artinya bahwa 
data tersebut berdistribusi secara normal.  
Tabel 3.9 Hasil Uji Mulitikolonieritas 
 
Coefficientsa 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Const
ant) 
kkn 
 
,933 
 
1,072 
pmp ,962 1,039 
pnp ,964 1,038 
a. Dependent Variable: pp 
 
Hasil perhitungan nilai tolerance 
menunjukkan tidak ada nilai variabel 
independen yang memiliki nilai 
tolerance kurang dari 0,1 yang berarti 
tidak ada kolerasi antar variabel 
independen yang nilainya lebih dari 
95%. Hasil perhitungan nilai Variance 
Inflation Factor (VIF) juga 
menunjukkan hal yang sama, Jadi tidak 
ada variabel independen yang memiliki 
nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada 
multikolonieritas antar variabel 
independen dalam model regresi. 
 
 
Gambar 3.10 Hasil Uji 
Heteroskedastisitas 
Tabel 3.11 Hasil Uji Regresi Linear 
Berganda 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardize
d Coefficients 
Standa
rdized 
Coeffici
ents 
B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 28,465 5,036  
Kepemilika
n NPWP 
-,113 ,077 -,181 
Pemeriksa
an Pajak 
,028 ,052 ,065 
Penagihan 
Pajak 
,018 ,082 ,027 
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak 
 
 
Koefisien determinasi digunakan 
untuk mencari seberapa besar variasi 
variabel independen dapat menjelaskan 
secara keseluruhan variasi variabel 
independen. Koefisien determinasi 
mengukur seberapa besar pengaruh 
variabel independen secara keseluruhan 
terhadap naik turunnya variasi nilai 
variabel dependen dan untuk mengukur 
seberapa besar faktor lain 
mempengaruhi variabel dapenden. 
Untuk menunjukkan seberapa besar 
persentase variasi variabeldependen 
koefisien dapat dilihat pada tabel sebagai 
berikut: 
Tabel 3.12 Hasil Uji Koefisien 
Determinasi (R2) 
 
Berdasarkan tabel 4.8 Model 
Summary, diperoleh nilai diperoleh nilai 
Adjusted R² sebesar -0,011.  Berarti 
kemampuan variabel independen dalam 
dalam menjelaskna variasi dari variabel 
dependen adalah sebesar 1,1 %. Artinya 
terdapat  98,9 % variasi variabel 
dependen yang dijelaskan faktor lain, 
seperti variabel kesadaran masyarakat, 
inflasi dan tingkat kepatuhan wajib 
pajak. 
Tabel 3.13 Hasil Uji Statistik F 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui 
bahwa nilai signifikan sebesar 0527a 
atau lebih besar dari nilai probabilitas 
(p-value) 0.05 (0.527 > 0.05), ini berarti 
bahwa variabel independen tidak 
berpengaruh secara bersama-sama atau 
simultan terhadap variabel dependen.  
Model Summaryb 
Mo
del R 
R 
Squar
e 
Adjusted 
R 
Square 
Std. 
Error of 
the 
Estimate 
1 ,178a ,032 -,011 2,690 
 
ANOVAb 
Model 
Sum 
of 
Squar
es df 
Mean 
Squar
e F Sig. 
1 Regr
essio
n 
16,24
7 
3 5,416 ,74
8 
,52
7a 
Resi
dual 
499,2
60 
69 7,236 
  
Total 515,5
07 
72 
   
a. Predictors: (Constant), penagihan pajak , 
pemeriksaan pajak, kepemilikan NPWP 
b. Dependent Variable: penerimaan pajak 
 
Uji statistik t digunakan untuk 
mengetahui pengaruh masing-masing 
variabel independen secara parsial 
terhadap variabel dependen. Kriteria 
yang digunakan adalah apabila 
probability t < 0,05 maka Ha diterima 
sedangkan sebaliknya jika probability t 
> 0,05 maka Ha ditolak. Untuk 
menginterpretasikan koefisien variabel 
bebas (independen) dapat menggunakan 
unstandardized coefficients maupun 
standardized coefficients. 
Tabel 3.14 Uji Statistik t 
 
 
4. Kesimpulan 
 
Berdasarkan data yang telah 
dikumpulkan dan dilakukannya 
pengujian paada penelitian ini 
menggunakan model regresi linear 
berganda, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Dari hasil uji validasi seluruh 
kuesioner dapat disimpulkan valid 
karena tingkat sigmifikannya 
dibawah 0,05. 
2. Variabel independen yaitu 
kepemilikan NPWP, pemeriksaan 
pajak dan penagihan pajak tidak 
berpengaruh secara parsial 
terhadap penerimaan pajak. Hal 
ini dilihat dari nilai t hitung lebih 
kecil dari pada t hitung, yaitu di 
bawah 1,994. 
3. Variabel independen yaitu 
kepemilikan NPWP, pemeriksaan 
pajak dan penagihan pajak tidak 
berpengaruh secara simultan 
terhadap penerimaan pajak. Hal 
ini dapat dilihat dari nilai 
signifikan uji statistik f yang lebih 
besar dari 0,05 (0,527 > 0,05) 
4. Setiap item pernyataan yang 
digunakan akan mampu 
memperoleh data yang konsisten. 
Hal ini dilihat dari hasil uji 
statistik yang mempunyai nilai 
Cronbach’s Alpha lebih besar dari 
0,70. 
5. Setiap pernyataan dalam 
penelitian ini dikatakan valid. Hal 
ini dapat dilihat dari masing-
masing tabel butir pernyataan 
variabel Independen dan 
dependen berada pada tingkat 
signifikansi yaitu dibawah 0,05. 
6. Berdasarkan grafik normal plot 
pada uji normalitas menunjukkan 
bahwa model regresi layak 
dipakai dalam penelitian ini 
karena pada grafik normal plot 
terlihat titik-titik menyebar 
disekitar garis diagonal serta 
penyebarannya mengikuti arah 
garis diagonal sehingga 
memenuhi asumsi normalitas. 
7. Dalam penenelitian ini tidak ada 
multikolonieritas antar variabel 
independen dalam model regresi. 
Hal ini dapat dilihat dari  hasil 
perhitungan nilai Variance 
Inflation Factor (VIF) yang 
menunjukkan tidak ada variabel 
Coefficientsa 
Model 
Unstandard
ized 
Coefficient
s 
Stan
dardi
zed 
Coeff
icient
s 
t 
Sig
. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Consta
nt) 
28,4
65 
5,03
6 
 
5,6
52 
,00
0 
kepemil
ikan 
NPWP 
-
,113 
,077 -,181 -
1,4
73 
,14
5 
pemeri
ksaan 
pajak 
,028 ,052 ,065 ,53
7 
,59
3 
penagi
han 
pajak 
,018 ,082 ,027 ,22
5 
,82
2 
a. Dependent Variable: penerimaan pajak 
 
independen yang memiliki nilai 
VIF lebih dari 10. 
 
Berdasarkan pengalaman yang 
dialami dalam melakukan penelitian dan 
dari hasil penelitian, maka peneliti dapat 
memberikan saran untuk 
menyempurnakan penelitian-penelitian 
selanjutnya. 
1. Penelitian ini menggunakan 
kepemilikan NPWP, pemeriksaan 
pajak dan penagihan pajak 
sebagai variabel independen yang 
mempengaruhi penerimaan pajak. 
Oleh karena itu penulis 
mengharapkan partisipasi aktif 
peneliti berikutnya untuk meneliti 
faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi penerimaan pajak. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan 
sampel KPP Pratama Pekanbaru 
dengan 73 reponden, Sehingga 
ada kemungkinan perbedaan hasil, 
pembahasan maupun kesimpulan 
untuk objek penelitian yang 
berbeda. Penulis mengharapkan 
penelitian selanjutnya dapat 
memperluas wilayah cakupan 
serta lebih banyak KPP dan lebih 
banyak responden. 
3. KPP Pratama pekanbaru harus 
lebih meningkatkan penagihan 
dan lebih terampil terhadap wajib 
pajak atau perusahaan yang belum 
mempunyai NPWP demi untuk 
mengingkatkan penerimaan pajak. 
4. Petugas pajak harus lebih 
profesional terhadap wajib pajak 
nakal agar penagihan pajak lebih 
dominan terhadap penerimaan 
pajak. 
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